SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2019-2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan

1.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor
17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2019-
2024, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan
keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi
Corona Virus Disease 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 17
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2019-
2024;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
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Menetapkan :

dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kediri Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Periode 2019-2024 (Berita Daerah Kota kediri Tahun 2020 Nomor 19) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai

Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari APBD yang dialokasikan setiap tahunnya dan dianggarkan pada

perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan

politik, dan dirinci menurut rincian obyek pada program, kegiatan dan

sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang

membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.



2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 4

Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan

keuangan Partai Politik kepada Walikota.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan

menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan
melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Partai Politik
yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau
sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan
suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir
Ketua atau Sekretaris KPUD;

d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan
mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen)
dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah
diperiksa oleh Badan Perwakilan Keuangan; dan

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan
Sekretaris DPC tingkat Kota Kediri atau sebutan lainnya di atas
materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

dalam rangkap 2 (dua).

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya

disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik.

Ketentuan mengenai format mengenai rencana penggunaan dana

bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf e dan surat pernyataan partai politik sebagaimana dimaksud
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pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan
keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
(2) Ketentuan mengenai format berita acara hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik
dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan

kesatuan bangsa dan politik.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti
penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah.

(2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita
Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai format Berita Acara Serah Terima Bantuan
Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal
13A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13A

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dapat berupa sosialisasi dan edukasi Kebijakan Protokol Kesehatan

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20109.
(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan

terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus
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Disease 20109.

(3) Selain bentuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12, dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan

pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 kepada anggota partai

politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand

sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan

dan/atau penyemprotan desinfektan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

a.
b.
c.
d.

administrasi umum;
berlangganan daya dan jasa;
pemeliharaan data dan arsip; dan

pemeliharaan peralatan kantor.

(2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan

administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berupa :

a.
b.

C.

keperluan alat tulis kantor;

rapat internal sekretariat;

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai
Politik;

transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional
sekretariat;

pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer atau mesin
fotokopi;

sewa kantor;

honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang

berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan

. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat

Partai Politik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan

berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, berupa :

a.

b.

telepon, internet, dan listrik;

air minum sekretariat;

c. jasa pos dan giro;



8.

9.

d. surat menyurat; dan/atau
e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan
pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berupa :

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
b. penyimpanan data manual.

(5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan
pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, berupa :

a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal
14A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14A
(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h,
paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk
pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun
cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung

wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan desinfektan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai
Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol
perkegiatan; dan

b. barang inventaris/modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan
Pengadaan/ Penggunaan Jasa.

(3) Ketentuan mengenai format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja

bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana
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bantuan keuangan parpol perkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 38




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR
TANGGAL

37 TAHUN 2021
17 JUNI 2021

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN

sebagai berikut:

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran

JENIS
PENGELUARAN

JENIS
KEGIATAN

VOLUME
KEGIATAN

RNCANA
PENGGUNAAN

(Rp)

KETERANGAN

2

5

PENDIDIKAN
POLITIK

sesuai dengan
tugas dan fungsi
partai politik serta
peraturan

perundang-

undangan yang
mengatur mengenai

pendidikan politik

OPERASIONAL
SEKRETARIAT

JUMLAH

Rp. ceoieiiiiiiiins

Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

AHUDDIN, SH.MH.

nata Tingkat I

. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR




LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 JUNI 2021
FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN
LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama
Jabatan : ketua umum/ketua
Alamat

2. Nama
Jabatan : sekretaris jenderal/sekretaris
Alamat

3. Nama
Jabatan : bendahara
Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran
bantuan keuangan partai politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan
administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami
sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedird,....oooovvvviiiiiiiin.
DPC PARTAI ...

SEKRETARIS BENDAHARA

Mengetahui,
KETUA

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
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LAMPIRAN IIT PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 JUNI 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI ....... (Nama Partai Politik)
Nomor: 213/...... /419.33/........

Pada hari ini ............... tanggal ........ bulan ....... tahun ............. , Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor :......... tanggal ...... , telah

melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
tahun ... yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lain) partai ..............

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa Partai ............... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun .........
sebanyak ............ suara sah X Rp. 4.675,00 = Rp. .ccoovvveviiiennnnnn..

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

) (Nama)....coceveveenennnnenn. Ketua (verenenn. tanda tangan........ )
e Wakil Ketua ((eenememe e )
B Sekretaris (eeeneee e )
A Anggota (eeeneee )
S e Anggota (eeemeee e )
B Anggota ((eeemeeen e )

) a1
?',.\ S DABRAH KOTA KEDIRI WALIKOTA KEDIRI,
ACA BA AN HUKUM, ttd.

4

l‘

Y)AHUDDIN, SH.MH. ABDULLAH ABU BAKAR

X
\\\Ww Tingkat I
o . 19760810 200604 1 022
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 JUNI 2021
FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
JA\[0's s Lo ol

Pada hari ............... Tanggal .......... Bulan ......... Tahun ............ yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Kepala Kesbangpol Kota Kediri bertindak atas nama Pemerintah Kota Kediri
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua dan Bendahara DPC Partai ......... Kota Kediri selanjutnya disebut Pihak
Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan

Keuangan Partai Politik Tahun ........ kepada DPC Partai .......... Kota Kediri sejumlah
Rp. ...... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa
Bendahara Umum Daerah ................ melalui Rekening Bank DPC Partai ....... Kota
Kediri.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah
Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD
melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KETUA

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
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LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 JUNI 2021

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN .........

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp ..........

yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALISASI KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN (Rp)
1 2 3 4 5 6

A PENDIDIKAN POLITIK

sesuai dengan tugas dan fungsi
partai politik serta peraturan
perundang-undangan yang
mengatur mengenai pendidikan
politik

B | OPERASIONAL SEKRETARIAT

1. Administrasi Umum

a. keperluan ATK;

b. rapat internal sekretariat;

c. perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi partai politik;

d. transport dalam rangka
mendukung kegiatan
operasional sekretariat;

e. pengadaan inventaris
berupa peralatan kantor,
antara lain berupa :
furniture, komputer, mesin
fotocopi;

f. sewa kantor;

g. honor tenaga administrasi
sekretariat partai politik
yang berkompeten di
bidang pengelolaan
keuangan; dan

h. dukungan operasional
sekretariat partai politik
lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi

kesekretariatan partai

politik.




NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALISASI KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN (Rp)
1 2 3 4 5
2. Langganan Daya dan Jasa
a. telepon dan listrik;
b. air minum sekretariat;
jasa pos dan giro;
surat menyurat; atau
e. media cetak dan
elektronik.
3. Pemeliharaan Data dan Arsip
a. Penyimpanan Data
Elektronik; dan
b. Penyimpanan Data
Manual.
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor
C SALDO Rp. ceveiiienns
Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
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